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BUPATI KATIhJGAN

PERATURAN BUPATI KATINGANI
NOMOR 15 TAHUN 2OOB

TEf'-ITANG

TUGAS POKCK DAN FUruG$I SHKRHTARIAT NAERAH
I{AH U Pr-\Ti: N l{ATi Ni G A ft*

DENGAhJ RAHfy,U\T TU!".1/',flrJ yrthiG t1{tA[-{A ESA

BUPATI KAJ-Itr{GAFT,

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalanr pasal 30 peraturan
Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 20oB tentang organisasi
dan Tata Ker.1a Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwat<itan
Rakyat Daerah Kabupaten Katrngan, perlu ditetapkan tugas pokok
dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huiruf a diatas, perru nrenetapkan peraturan -Burpati 

Katingan tentang
Tugas Pokok dan Furngsi sekretariat Daerah Kabupaten Kitingan;

1. Undang - Undang Nomor 43 Tahun l ggg terrtang perubahan Undang- Undar-rg Nomor B Talrun 1g74 tentang pokok - pokok x.pugr*uirn
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahurn 1g9g Nomor i6g
Tambahan Lenrbaran \legara Nonror 3gg0),

2. Undang - U,dang Nonror 5 Tahun 2ao2 tentar-rg pernbentukan
Kabr-rpate.r t(atingan, Kabupaten serr:yan l(abupaten sukamara,
KabLrpaten Lamandau, KabLrpaten Gununq Mas, Kabupaten pulang
Pisau, Kabupaten Murung Raya dan KibLrpaten Barito Timur diwilayah Provinsi Karimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
lndonesra Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lem5aran Negara
Nomor 4180),

3. Undang - Undang Nomor 17 Tarrun 2oo3 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republrk lndonesia tanun zoog 

-Nomor "47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286),

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentarrg perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Repubrik lndonesia Tahun 2004 Nomor s,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang - Ur-rdang Nomor io rahun 2aa4 tentang pembentukan
Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran NLgara Republik
lndonesia Tahun 20a4 Nomor s3 Tambahan Lembaran Neoara
Nonror 4389);

6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2aa4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tal-run 2oo4 Nomor
125, Tarnbahan Lenrbaran Negara Non:or 4437), sebagaimana telah
cliubah dengan Undang - Unclang Nlomor g rahurn 2oos tentang
Penetapan Peraturan penrerintah perrgganti Unclang - undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas undang - Undani
Nomor 32 Tahun zaa{ terrtang pemerirrtalran Daerah (Lembaran
Negara Repurblik Indonesia ]-ahun 2oos lrlonror 1oB, Tambahan
Lembaran Negara Nonror 4S4g),
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7- Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah
(Lembaran Negara RepLrblik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran I'Jegara Nonror 4438),

B. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lerrrbaran Negara
Republik lndonesia Tai-run 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Nornor 1547),

9. Peraturan Pemerintah Republil< lndonesia Nomor 13 Tahun 2002
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2000 tentang Per-rgarrgkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun
2002 Nomor 33, Tambahan Lenrbaran Negara Nomor 4194),

'lO.Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pernerrntahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor a593 );

11. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 3B Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten
i Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737),

'12.Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perang;l<at Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahurr 2007 Nornor Bg Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4741),

l3.Peraturan Menteri Dalanr Negeri Nomor 57 Tahurn 2oo7 tentang
Petun;uk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaien Katingan Nomor 3 Tahun 2oo8 tentang
Pembagian Urusan Pemerintal-ran Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabr-rpaten l(atingan (Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Nomor 3 Tahun 2O0B);

15. Peraturan Daeralr Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2008 tentang
organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD
Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor
4 Talrun 2008);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEh! KATINGAN

BA8 i

f(ETENTUAiI UMUlvi

Pasal 1

DalamPeraturanDaerahini,yangdimaksr'rddengan
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh Pemerintalr Daerah dan DPRD menurut asas otonorni dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik lncjonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik lndonesia
Tahun 1945,

2. Pemerintal-r Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
penyelenggara Pemerirrtair Daerah;

3. Bupati adalah Bupati l(atingan;
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4. Perangkat Daerah adalah organisasi / Lembaga pada pemerintah
Daerah, terdiri atas sekretariat Daerah, Sekretariat DpRD, Dinas
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

5. sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan;6. Sekretaris Daerah adarah Sekretaris Daerah Kabupaten KatingJn;7. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan Daerah
Kabupaten Katingan;

B. Anggaran Pendapatan dan Beran.la Daerah yang selanjutnya
disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintih
daerah yang dibahas dan disetujLri beriama oleh pemerintah
Daerah dan Dewan perwakiran Rakyat Daerah dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Katingarr;

BAB II

PENETAPAN

pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tugas pokok dan Fungsi
Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Sekretariat Daerair, terdiri cJari .

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Fernerintailan cJair Kesejairteraan Rakyat;

a. Bagian Administrasi pernerrntahan Umum;
b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
c. Bagian Adrninistrasi Kemasyara[<atan;

3. Asisten Perekorromian Dan Ferni:angunan;
a. BagianAdministrasi pembangunan;
b. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam;
c. Bagian Administrasi perekonomian;

4. Asisten Administrasi Umum;
a. Bagian Hukum;
b. Bagian Organisasi;
c. Bagian Umum.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Sekretarrat Daerah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Br_rpati ini.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

tsagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 5

sekretariat Daeralr mempunyai tugas pokol< rrembantu Bupati daiam
melaksanakarr tugas penyelerrggaraan penrerintahan, pembangunan,
kemasyarakatan, organisasi dan tatalaksarra serta memberikan
pelayanan adnrinistratif kepada selurruh perangkat c1aerah,
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Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dinraksud dalam pasal 5
Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. pengooi'dinasian perumusarr kebijakan pemerintalr Daerah;
2. penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan 
;

3. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana
pemerintahan daerah ,4 pelaksanaan pengawasan pemungutan pendapatan daerah ; dan5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Untuk melal<sanakan fr-rngsi sebagaimana clirnaksud dalam pasal 6,
sekretariat Daerah mempLrnyai wewenang sebagai berikut .

1. pengoordinasian staf terhadap segala kegiatan yang ciilakukan oleh
perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi
pemerintahan 

;

2. pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat
dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan
program dan peturnjuk teknis serta memantau perkembangan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinlan
masyarakat 

;

3. pembinaan administrasi, organisasi clan tatalaksana serta memberikan
pelayanan tekrris administratif kepada seluruh perangkat daerah ;4. pengoordirrasr perumusarr peratr:ran perundar"rg-uncJangan yang
rrenyangkut tLrgas pol<ol< pernerintah daerah ; dan

5. pelal<sanaan hubungan nrasyaral<at cjan hubungan antar lembaga.

Baglarr Kedua
Sekretaris Daerah

Pasal 8

sekretaris Daerah mempunyai tugas memimpin sekretariat Daerah,
membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan
dinas dan lembaga teknis daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan,
administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan
administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal B.
Sekretaris Daerah menyelerrggarakan fungsi .

1. penyusLrnan kebijakan penrerintalr daerah;
2 pengoordinasran pelaksanaan tr-rgas dinas daerah dan lembaga teknis

nl rorelrvqur ur r ,

3. penrantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pernerintahan
, ^.- -^ 1..udut d|,

4. pembinaan adminrstrasi dan aparatur pemerintahan caerah;
5. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan

Pemerintalr Daerah; dan
6. pelaksanaarr monrtoring, evaluasi o,an pelapoi-an

prasarana

pelaksanaan tugas.
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Bagian Ketiga
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal ',0

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan umurn, otonomi oaeratr,
h ubunga n kerjasama, penyelenggaraa n ad m inistrasi kesejahteraan rakyat
dan kemasyarakatan serta mengoordinasikarr perumusan peraturan
perundang-u ndangan.

Pasal 1 1

untuk rnelaksanakan tr-rgas sebagainrana dinraksud dalam pasal 10,
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan
fungsi :

1. perunrusan kebijakan dan koordinasi pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan umum, otonomi daerah, hubungan kerjasami dan
penyelesaian perselisihan dan pembinaan administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil ;

2. perumusan kebijakan dan koordinasi pembinaan penyelenggaraan
administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan ;3. perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang peraturan
perundang-undangan daerah;

4. pembrnaan dan pengawasan produk hukum claerah.
5. pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan bidang

pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, clan
6. pelal<sanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 12

Asisteir Pemerintahan dan Kesejal-rteraarr Rakyat, mernbav,,rahkan .

1. Bagian Administrasi Pemerintahan Urnunr;
2. Bagian Adrninistrasi Keselahteraan Rakyat,
3. Bagian Adminrstrasi Kemasyara[<atan;

Paragraf 1

Bagian Administrasi Femerintahan Umum

Pasal 13

Kepala Bagian Administrasi pemerintahan Umum mempunyai tugas
pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah,
pengav/asan, ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan
masyarakat, penanggulangan bencana, hubr,rngan kerja sama oan
penyelesaian perselisihan serta pembinaan administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil.

Pasal 14

Untuk nrelal<sanakan tugas sebagairnana clinraksr-rd clalam Pasal 13,
Kepala Bagiarr Administrasi Pemerintahan Lrn'tLrnr merryelenggarakan
fungsi :

1. pengoordinasian dan menrfasilitasi pelaksanaan tugas desentralisasi
dan tugas pembanturan, l<eagrariaan, pembinaan ketenteraman dan
ketertiban serta perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana,
penyelenggaraan urusan tata usalra Bagiarr, serta nrelaksanakan
tugas tampungtantra dan atau urusan pemerintahan sisa;
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2. pengoordinasian pelal<sanaan tugas penyusunan materi pelaksanaan
otonomi daerah, penegasan, penetapan dan pemantauan batas antar
Kabupaten serta keberadaan pulau-pulau pada wilayah kabupaten;

3. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kabupaten;
5. perencanaan dan pengoordinasian pembinaan wilayah

fasilitasi pembenturkan, pemekaran, penggabringan clan
dan daerah,

peng hapusan
desa atau kecamatan;

6 pelaksanaan fasilitasi pernbinaan lembaga pemerintahan desa dan
keda mangan;

7. pengoordiirasian I<egiatan perLlrLrsan kebilakan dan menghimpun,
menganaiisa menyLtsLln cjan mengoordrnarsrl<an ilrogranr kerlasama
antar lenrbaga, antar daerah darr regronal;

B. pengoordinasian penyusunan rencana kerya dan pembinaan
administrasi kependudukan proyeksi dan penyerasian kebijakan
kependudukan dan pencatatan sipil; dan

9. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 15

Kepala Bagian Administrasr Pemerintahan Umum, membawahkan
1. Sr-rb Bagian Admrnistrasi pemerintahan Daerah;
2. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah;
3. sub Bagian Kependudukarr, Ketertiban Umum dan pertanahan

Pasal 16

(1) Kepala sr,rb Bagian Adrnrnistrasi perrerinlahan Daerah mempunyai
tugas melaksanakan inventarisai can menqolah data, menyiapkanbahan penyusunan ranca.gan kegiatan penyelenggaraan
penterintahan desa dan adrninistrasi desa;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacla ayat (1)
Kepala sub Bagian Administrasi pemerintahan Daerah
menyelenggarakan furngsi :

a. menghimpun, mengumpulkan dan mempelajari peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan, pedoman dan
petunjuk teknis, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembinaan perangkat daerah;

b. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta
informasi yang berh u bu ngan dengan bidan g ad ministrasi
pemerintahan daerah;

c. menyiapkan bahan penyusunan l<ebi]al<sanaan, pedoman dan
petunjuk teknis di bidang adnrinistrasi pemerintahan daerah;

d. mengiventarisasi permasalahan-permasarahan yang berhubungan
dengan bidang administrasi pemerintahan daerah dan meyiapkan
bahan petunjlrk pemecairan masalah,

e. menyrapkan bahan penyusLlnan pertanggung-jawaban Bupati
Kaiingan berdasarkan hasil kerja yang clicapar dan kegiatan yang
telah dilaksanakan;

f. mengadakan evaluasi dan menrlai peiaksarraan pel<erjaan/tugas
para pemegang jabatan non strul<tural/pelaksana pada sub Bagian
Administrasi Pemerintaharr Daerah sebagai bahan penetapan Dp-
?

g melaksanakan tugas dinas lainnya yang drberikan oleh atasan
langsung sesuai bidang tugasnya dan melaporkan semua
pelaksanaarr tugas/pekerJaan, serta rnenyarnpaikan saran
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pertimbangan kepada pimpinan untuk mendapat petunluk lebih
lanlLrt;
memberi petLrnjul< dan bimbingan sesuai arahan pimpinan serta
membagi dan mendistribusil<an tugas dan kegiatan kepad a para
pemegang jabatan non struktural pada surb Bagian Administrasi
Pemerintahan Daerah agar semua turgas terbagi rranis dan berjalan
lancar;
memeriksa/rnenelrti dan mengoreksi hasrl kerja para pemegang
jabatan non strukturral di lingkur-rgan Sr_rb Bagian Administrasr
Pemerintahan Daerah yang at<an diajukan kepad-a pimpinan untuk
mengh indari kesalahan/kekelrrua n;
membuat konsep/net surat dinas berkaitan dengan Sub Bagian
Administrasi Pemerintaharr Daerah;

t.

Pasal 17

(1)Kepala sub Bagian pengembangan otonomi Daerah mempunyai
tugas menyLrsun materi peraksanaan otonomi daerarr, p"nugurin,
penetapan dan pemantauan batas antara kecamatan, desa dan
kelurahan serta keberadaan pulau-pr_rlar_r pada wilayah kecamatan,
desa dan kerurahan, pe'gawasari penyerenggaraan pemerintahan
daerah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kecamatan,desa dan kerurahan, merencanakan dan merrgoordinasikan
pembinaan kecamatan, desa dan keluralran, fasilitasi [embentukan,pemekaran, penggaburlga, clan pe'ghapusan kecamatan desa dan
kelurahan, fasilitasi pelaksanaan admirristrasi bagi pejabat n"guiu
serta fasilitasi pembinaan lembaga pemerintahan desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagarmana dirnaksLrd pada ayat (1)Kepala sub Bagian pengembangan otonomi Daerah
menyelenggarakan fungsi .

a. penyiapan materi penegasan, penetapan dan pemantauan batas
antar kecamatan, desa dan kerurahan serta penegasan danpenetapan keberadaan purau-pulau pada wilayah kecamatan, desa
dan keluraha;

b. pengawasan penyelenggaraan penrerintahan daerah;
c. pengoordrnasian penyusunan Laporan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LppD), Laporan KeteLngan
Pertanggungjawabarr Kepala Daerah (LKpJ) dan lnformasi
Laporan Penyeleng garaan pemerintahan Daerah (lppD)
kabr:paten sefta merakukan pembinaan dan evaluasr tertraoap
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, desa dan kelurahan;

d. pengoordinasian pembinaan kecamatan, desa dan kelurahan,
fasilitasi pem bentuka., pe m ekara n, pen gga bu nga n danpenghapusan kecamatan, desa cian kelurahZn sefia fasilitasi
pembinaan lembaga pemerintahan desa; dan

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas.

Pasal 1B

(1) Kepala sub Bagian Kependudukan, Ketertrban Umunr dan pertanahan
mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pembinaan,
Aministrasi Kependudukan Keterliban Umurn, dan perlanahan;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Surb Bagian Kependudukan, Ketertrbarr Unrum dan pertanahan
menyelenggarakan fungsi .



ft.

o(J

nrenghimpLln dan mempelajari peraturan perunclang-undangan
yang berlakLr, kebijaksanaan teknis, pedonran dan petunjuk teknis
adminrstrasi kependudul<arr, ketertiban Ltmum dan pertanahan;
me ncari dan rnengumpulkan bahan dan pedoman teknis
Adnr in istrasi l(epe r-rd uclr-r ka n;
menyiapkan bahan penyusunan l<ebijaksanaan, pedoman dan
petunjuk teknis di bidang administrasi kependudukan, ketertiban
umLrm dan pertanahan,
menginventarisasi permasalahan serta memproses penyelesaian
perselisihan dan sengketa yang berhubugan dengan ketertiban
Lrmum;
mempersiapkan bahan penyLrsunan program, pedoman dan
petunjuk teknis administrasi kependudukan;
mempesiapkan bahan, pedoman dan petunjuk pemberian ijin
lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan,
penyelesaian sengl<eta, ganti rugi, pemanfaatan dan perencanaan
penggunaan di bidang pertanahan;
mengadakan evaluasi dan menilai pelaksanaan pekerjaan/tugas
para pemegang jabatan non struktural/pelaksana pada Sub Bagian
Kependudukan, Ketertiban [Jmum dan Pertanahan sebagai bahan
penetapan DP-3;
melaksanakan tr-rgas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan
langsung sesuai bidang tugasnya dan melaporkan semua
pelaksan aan tugas/pekerjaan, se rta rnenya mpaikan saran
pertimbangan kepada pimpinan untuk mendapat petunjuk lebih
lanjut;
memberi petunjuk dan bimbingan sesuai arahan pimpinan serta
membagi dan mendistrrbusil<arr tugas dan kegiatan kepada pata

l.

h.

pemegang jabatan non struktural, pada Sub Bagian
l(ependudukan, Ketertiban Umum dan pertanahan agar semua
tugas terbagi habis dan berjalan lancar;
memerrksa/meneliti dan rnengoreksr hasil kerja para pemegang
jabatan non struktural di Iingkungan sLrb Bagian Kependudukan,
Ketertiban Umum dan Pertanahan, yang akan cliajukan kepada
pimpinan untr:l< nrenghindari kesalaha n/kekeliruan;
membuat korrsep/net surat dinas berkaitan dengan Sub Bagian
l(ependudul<an, Ketertiban Umurr dan Pertanahan.

Paragraf 2
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Pasal 19

Kepala Bagian Adminrstrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
penyusLrnan balran perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang
kesejahteraan rakyat, perencanaan strategis, pelaksanaan dan pelayanan
administrasi, fasilitasi dan koordinasr, pembinaan mental spiritual,
pembinaan sosial, pembinaarr kesehatan dan kesejahteraan bina adat
dan sosial br-rdaya, bina tenaga kerja dan transmrgrasi serta
penyelenggaraan sistem informasi, pemantaLran, evaluasi dan pelaporan
bidang bina mentai spiritLral, bina sosial serta bina kesehatan dan
kesejahteraan

d

g

Untul< nrelal<sanal<an tugas
Kepala Bagian Arlrrrinistrasi

Pasal 20

sebagaimana dirlal<sLrd dalam Pasal 19,
Kesejahtcraan Ral<val, nrerrvelenggarakan
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penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang
keseja lrteraa n ra kyat;
penyLrsunan bahan perencanaan strategis bidang kesejahteraan
rakyat;
penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang
bina mental spiritual, bina sosial, bina kemasyarakatan serta bina
kesehatan dan kesejahteraan;

4. penyusunan bahan fasilrtasi dan koordinasi penyelenggaraan tugas
bina mental spirituai, bina sosial serta kesehatan dan kesejahteraan;

5. penyusunan bahan penyelenggaraan sistem informasi bidang
kesejahteraan rakyat;

6. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tar-rgga Bagian ; dan
7. pelaksanaan monitoring, evalr-rasi dan peraporair pelaksanaan tugas.

Pasal 21

Kepala Bagian Adrninrstrasi l(ese.lahteraan Rakyat, membawahkan
1. Kepala Sub Bagian Agama Pendidikan dan Kebud ayaan,
2. Kepala Sr-rb Bagtan Penruda, Olah Raga dan Seni,
3. Kepala Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial;

Pasal 22

(1) Kepala SLrb Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai
tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis
pembinaan di bidang Keagamaan, pemberian pelayanan serta
pern binaan pendrdikan dar-r kebud ay aan.,

(2) Dalam melal<sanakan tugas sebagainrana crinTaksLrd pada ayat (1)
Kepala surb Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan
menyelenggarakan fungsi :

a. mengl<oordinasi, nrengumpLrlkan bahan, penyLrsLrnan program dan
petunlLrl< teknis clalam pernbrnaan cli bidang Agama, pendidikan
dan l(ebud ayaan',

b. menyLtsLln langkait kegiatan pelaksarraern l<erya berdasarakan data
rencana kerja yang telah dilaksanakan tahun lalu dan tahun yang
akan, sedang berjalan sebagai pedonran kerja;

c. mengkoordinasikan dengan rnstansi terkait tentang kegiatan yang
berhuburrgan dengan sub bagian, agama, pendidikan dan
kebLrdaya an;

d. menghimpun, mengevaluasi dan memonitor segala permasalahan
di bidang keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, serta aliran
kepercayaan terhadapTuhan Yang Maha Esa;

e. menyiapkan bahan/data untuk menyusun pedoman / petunjuk
dalam rangka pembinaan di bidang keagamaan, pendidikan dan
kebudayaan serta aliran kepercayaan terlradap Tuhan Yang Maha
Esa dalam rangka untuk menunjang kegiatan;

f. mengonsep surat-surat yang di perlukan atau surat-surat yang
memerlukan tindak lanjurt;

g memberi tugas atau kegiatan kepada bawairan dalam pelaksanaan
tugas baik tertulis maupun lisan;

h. memberi petunjuk dan arahan kepada staf sub bagian agama,
pendidikan dan keburdayaan agar pelaksanaan keglatan pekerjaan
sesuai dengan petunjul< yang berlaku;

i. memerrl<sa dan me nrbubuiri paraI g;ada settap hasrl ke r.1a staf;j. melaporkan hasil pelaksanaar-r kegiatan sesuai sunrber data yang
ada dan lapor bawahan untul< clisamparkan kepada kepala bagian;

k. rrenilai prestasi kerja staf berdasarkan i-rasir kerja yang dicapai
untuk clipe igunal<an scbag.:i bahan penetapan Dp-3;
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i. melaksanakan tugas Iain yang di berikan oleh kepala bagian baik
secara te(ulis maupun lisan dalam rangka pelaksanaan tugas;

Pasal 23

(1)Kepala SLrb Bagian Pemuda, Olah Raga dan Seni mempunyai tugas
me ng koord inas ika n pen yLrs Lrna n p rog ra m da n petu nju k teknis
pembinaarr pemuda, olah raga dan seni

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Sub Bagian Pemuda, Olah Raga dan Seni menyelenggarakan
fungsi :

a. mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis
pembinaan pemuda, olah raga dan seni;

b. menyrapkan bahan, pedoman dan menyusun pelaksanaan kerja di
bidang kegtatan pemuda, olal-r raga dan seni;

c. menghimpun, rrengevaiuasi, memonitor dan mengl<oordinasikan
permasalahan yang berlrurl:ungan dengan bidang kegiatan
pemuda, olah raga dan seni;

d. nrelaksanakan petunjuk dan arahan yang di berikar-r atasan dalam
pelaksanaan kegiatan pel<erjaan sesr:ai petunluk dan ketentuan
yang berlaku;

e. melaporkan hasil pelaksar-iaan kegiatan yang di berikan, sebagai
sumber data dan laporan sebagai tindak lanjurt;

f. memeril<sa dan mernbubuhi paraf pada setiap hasil kerja staf;
g memeriksa dan menilai hasil kerja staf sesuai ketentuan yang

berlaku sebagai balran penetapan DP-3;
h. mendistribusikan, membagi tugas kepada staf dalam pelaksanaan

tugas baik tertulis maupun Iisan;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian baik secara

tertulrs maupun secara lisan dalam rangka pelaksanaan tugas.

Pasal 24

(1)Kepala Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas
mengkoordinasikan penyusunan program, pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan serla perrantauarr terhadap kegiaiarr pelayanan
sosial;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dinraksud pada ayat (1)
Kepala Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial rnenyelenggarakan
fungsi :

a. mengkoordinasikan penyLrsunan progaranr, pedoman dan petunjuk
tekrris pembinaan serta menrantau terhac{ap kegiatan pelayanan
kesejahteraan sosial;

b. mengkoordinasikan kegiatan dengarr instansi terkait dalam
kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial;

c. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan kerja berdasarkan data
rencana kerja sesuar dengan pedoman kerja;

d. mengkoordinir staf sub bagian Bina Kesejahteraan Sosial dalam
kegiatan di sub bagian Bina Kesejalrteraan di bidang, kesehatan
maupun hal lain sesuai petunjuk kepala Bagaian;

e. nrengumpul bahan, penyLisLrnan pedoman dan petunjuk teknis
pelal<sanaan dalam pernbinaan di bidang, kesehatan, BKKBN,
Sosial, Orang tidak mampu Veteran;

f. mer-rghrmpun, mengevaluiasi dan r-nemonitoring segala
permasalahan di bidang kesehatan, BKKBN, Sosial Orang tidak
nranrl)1, dan Veie.an:

g menytapkan bahan/data Liniuk n.tenyLrslrr pedcntan/petunluk clalam
retngi<a penibinaarn cli L:idang kesehaian BI'(KBN dan Sosial,



J

k

11

memberikan petunjul( dan arahan kepada staf sub bagian Bina
Kesejahteraan sosial agar pelaksanaan kegiatan yang berjaran
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
memberikan dan membr-rbuhi paraf pada setiap hasil kerja staf
apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada kepala Bagian sesuai
sumber data yang ada dan laporan bawahan;
menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang dicapai
untuk dipergunakan selragai bahan penetapan Dp-3;
melaksanakan tr-rgas lain yang diberikan oleh kepala Bagian baik
secara tertulis maLlpLtn lisan dalarl rangka pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Bagian Administrasi Kemasya rakatan

Pasal 25

(1) Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan mempunyai tugas
menyLrsun perumusan [<ebilakan pemerirrtal'r daerah di bagian
administrasr kemasyarakatan, penyusunan rencana dan program
kerja, pela ksa naa n da n pelaya na n ad m in istrasi, fasiritasi dan
koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagian adminstrasi
kemasyarakatan.

(2) Dalam melaksanal<an tugas sebagaimana dinral<sud pada ayat (1),
Kepala Bagian Admnistrasi Kemasyarakatan menyelenggarakan
fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang
administrasi kemasyarakatan;

b. penyiapan bahan rencana cian program bidang administrasi
kemasyarakatan :

c. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan admrnistrasi bidang
admin istrasi kemasyarakatan 

;

d. penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi peran masyarakat;
e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang

admin istrasi kemasyaral<atan ; dan
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pela(sanaan

tugas

Pasal 26

Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan, membawahkan
1. Kepala Sub Bagian Protokol;
2. Kepala Sub Bagian lnformasi, Pemberitaan dan Publikasi;
3. Kepala SLrb Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan;

Pasal 27

(1) Kepala Sub Bagian Protokol mempunyai tLrgas melakukan inventaris
dan mengolah data, menyiapkan bahan penyusLlnan rancangan
kebijakan penyelenggaraan perjalanan dinas serla keprotokolan
daera h;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksr_rd pada ayat (1),
Kepala Sub Bagian Protokol menyelenggarakan fungsi :

a. nrencari, n'tengumpuikan, menghimpun data serta informasi yang
berlrubungan dengan bidang prolokol dan perlalanan dinas;
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b. menginventarisasi permasalahan permasalahan
berhr,rbungan dengan bidang protokol dan perjalanan dinas
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c. menenma, mengagendakan, memerikasa dan mengatur naskah
dinas kepada pimpinan;

d. mengatur dan memerikasa surat-surat yang akan ditandatangani
oleh pimpinan;

e. menyimpan dan memelihara catatan-catatan arsip, buku-buku,
dokumentasi yang menjadi tarrggung jawab pinrpinan,

f. menyiapkan dan mengatur persiapan rapat clrnas, pertemuan
dir-ras, upacara, kerrdaraan dinas cier-rgan sKpD dan berkoordinasi
kegiatan tersebut dengan sKPD terkait yang memerrukan
pelayanan yan g bersifat protol<oler;

g menyiapan penyelenggaraan penerimaan tamu Negara, tamu
Daeralr dan tamu Pewakilan Negara Sahabat;

h. menyiapl<an jadwal perjalanan dinas pimprnan daerah.
i. menilai pelaksanaan pekerjaan bawahan sebagai bahan

penetapan DP-3;
j. memberikan petunjuk teknis dan operasional kepada staf agar

semua tugas berjalan lancar;
k. mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada

atasan dan membagi tugas kepada bawahan agar semua tugas
terbagi dan melaksanakan tugas Iain yang drberikan oleh Kepala
Bagian sesuai bidang tugas.

Pasal 28

(1) t(epala sub Bagian lnfornrasi, Pemberrtaan cran pubiikasi mempunyai
tugas mengumpulkan dan menganalisa inforirasi, pen-rberitaan dan
publikasi r-rntuk bahan Kebi.lakan pimpinan penrerintah Kabupaten
Katirrgan dan nrelakukan perekanran, perryajian data dan pameran
serta penyrmpanan data,

(2) Dalam melaksanakan turgas sebagarmana climaksud pada ayat (l),
Kepala Sub Bagian lnfornrasi pemberitaan dan publikasi
menyeienggarakan fungsi :

a. mencari mengumpull<an menghimpun dan mengolah data serta
informasi yang berh u bu ng a n denga n bida ng inform asi,
pemberitaan dan publikasi;

b. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan pedoman dan
petunluk teknis di bidang informasi, pemberitaan dan publikasi;

c. menginventarisasi permasalahan - permasalahan yang
berhubungan dengan bidang lnformasr, Pernberitaan dan Publikasi
serta menyiapkan bahan petunluk petrecahan masalah;

d. nrencari, mengumpulkan, menyaring dair r-riengarralisa informasi
bidang tugas dan kegiatan Pemerintah Kabr_rpaten Katingan;

e. menyusun dan nrerrsistematisasikan data ciar-r informasi di bidang
pemerintahan, pembang unan dan kernasyaral<atan 

;

f. mengelola data dan informasi dr bidang pemerintahan,
pemban g r-rnan dan kernasyaral<atar-r 

;

t.

g

h.

ntengumpulkan, menyarirrg dan nrengarralrsa informasi dari
masyarakat, organtsasi rron penrerintah dan pei's,
mengevaluasi dan rnenganalisa se0aia usaha dan kegiatan yang
berkaitan dengan masalah kemasyarakatarr,
mengadakan evaluasi dan menrlai pelaksanaan pel<erlaan / tugas
para pemegang jabatar-r non strurktural/pelaksana di lrngkungan
Sub inforrnasi, Pemberrtaan cian FLrblil<asi sebagai bahan
penetapan DP-3;

yang
serta
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k.

4^IJ

melaksanakan tugas dinas lainnya yang drberikan oleh atasan
Ia ngs un g sesua i bidang tug asnya dan m ela porkan sem ua
peiaksanaan tugas / pekerjaan serta menyampaikan saran
pertimbangan kepada pimpinan untuk mendapat petunjuk lebih
Ianjut;
memberi petunjuk dan bimbingan sesuai arahan pimpinan serta
membagi dan mendistribusikan tugas dan kegiatan kepada para
pemegang jabatan non struikrurral di ltngkr-rngan Sub Bagian
lnformasi, Pembentaan dan Publikasi agar semua tugas terbagi
habis dan berjalan lancar;
memeriksa / meneliti dan nrengoreksi hasil kerja para pemegang
jabatan non strul<tr-rral di lir-rokungan Sub Bagian lnformasi,
Pernberitaan dan Purblil<asi yang akarr diajirl<an kepada pimpinan
r-r r-r tu l< m e n g h i n d a ri l< e sa I a i-r a rr/ k e l<e I i rLr a n,

m. Membuat konsep/net sr'lrat Dinas berkaitan dengan Sub Bagian
lnformasi, Pemberitaan dan Publil<asi.

Pasal 29

(1) Kepada Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai
tugas melakukan penyusunan program dan lnventarisasi Pengeiolaan
Dokumentasi dan Perpustakaan Daerah;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (.1),
Kepala Sub Bagian Dokurmentasi dan perpustakaan
menyelenggarakan fungsi .

a. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data yang
berhubungan dengan bidang Dokumentasi dan pengeroraan
Perpurstakaan Daerah;

b. menyiapkan dan penyusunan
petunjuk, teknis di bidang
Perpustakaan Daerah;

c. menginventarisasi kebutuhan - kebutuhan yang berhubungan
denga n bida ng Pen gelolaan Doku m enta si da n Perpusta kaan
Daerah Kabupaten Katingan;

g

f.

memberikan pelayanan kepada para Pegawai di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Katingan maupun masyarakat termasuk
tamu-tamu yang memerlukan buku-buku, referensi, bulletin,
literatur dan lain-lain, sesuai dengan kebutuhan dan
kepentingannya;
mengadakan evaluasi dan penilain pelaksanaan pekerjaan / tugas
para pemegang jabatan non struktural / pelaksana di lingkungan
Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustal<aan, sebagai bahan
penetapan DP-3;
mengadakan tugas cjinas lainnya yang diberikan oleh atasan
langsung sesuai bidang tugasnya clan rnelaporkan semua
pelaksanaan turgas / pekerjaarr serta menyarnpaikan saran
pertinrbangan kepada pimpinan untuk mendapat petunjuk lebih
lanjLrt,
memberr petunyuk clan bimbingan sesuat arahan pimpinan serta
mernbagi dan mencjistribusikan tugas dan kegiatan kepada para
pemegang jabatan non struktural, di irngkungan Sub Bagian
Dokumentasi cian Perpustakaan agar seilua tugas terbagi habis
dan beqalan lancar;
merneril<sa, meneliti dan mengoreksi hasil kerla para pemegang
jabatan non struktural di lirrgkur-rgan Sub Bagian Dokumentasi dan
Perpustal<aan, yang akan diajukan kepada pirnpinan untuk
nrenghindari kesala han/kekeliruan;

keb ila ksa n a a n, pedoma n dan
Dokurnentasi dan Pengelolaan
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membuat konsep surat / net surat dinas berkaitan dengan Sub
Bagian Dokumentasi darr Perpustakaan.

BaEian Keempat
Asisten Perekonomian dan PembangLlnan

Pasal 30

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas
merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah, perencanaan strategis
bidang perekonomia n da n pem bang u na n, peng koordinasian
penyelenggaraan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi,
pemantauran, evaluasi dan pelaporan di bidang perekotromian daerah dan
pembangunan daerah.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
Asisten Perekonomian dan Pembangunan nrenyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebrjakan pemerrntah daerah di bidang perekonomian dan
pembangunan 

;

b. penyusunan perencanaan strategis bidang perekonomian dan
pembangunan daerah ;

c. pengoordinasian penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintah
daerah di bidang perekonomian daerah dan pembangunan daerah ;

d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang
perekonomian dan pembangunan daerah ,

e. pengoordinasian penyelenggaraan sistem informasi bidang
perekononrian dan pembangunan daerah ; dan

f. pernbinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perekonomian
dan pembangunan daerah.

Pasal 32

Asisten Perel<onomian dan Pembangunan, menrbawahkan: :

1. Bagian Administrasi Pembangunan;
2. Bagian Adminrstrasi Sumber Daya Alam;
3, Bagian Adminstrasi Perekonomian;

Paragraf 1

Bagian Adrninistrasi Pembangunan

Pasal 33

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyusun
bahan kebijakan pemerintah daerah bidang pembangunan daerah,
perencanaan strategis bidang pembangunan daerah, pelaksanaan dan
pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyelenggaraan sistem
informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan
program, pengendalian pembangunan, pelaporan, analisis dan
pengkajian pembangunan sefta penyusunan program kegiatan
lingkungan Sekretariat Daerah.
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Ilasal 34

Untrrl< melaksanakan tugas sebagaimana dirrraksud dalam pasal 33,Kepala Bagian Administrasi pembangunan, nrenyerenggarakan fungsi :a. penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah oiorngpembangr-rnan daerah;
b. penyusLrnan bahar-r perencanaan strategrs bidang pembangunan

daerah;
c. penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidangpenyusunan program, pengendarian pembangunan, peraporan,
. analisis dan pengkajian pembangunan daerah;d. penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang penyusunanprogram pengendarian pembangunan, peraporan, anarisis danpengkajian pembangunan daerah;

e. penyusunan bahan pemantauan,.evaluasr dan pelaksanaan bidang
- informasi dan promosi bidang penrbangunan daerah;f. penyusunan bahan peraksanaan sistenr informasi bidang

s ffi ,Tigf,'J; L:ffi:lilrlT,ar uas i da n pe ra pora n peraksu nu, n,;;;
pasal 35

Kepala Bagian Administrasi pembangLrnan, membawahkan :a. Kepala Sub Bagian perencanaan pembangunan; -

b. Kepala Sub Bagian penelitian dan pengem"bangan;
c. Kepala Sub Bagian pengembangan potensi Oa-eraf,

pasal 36

(1) Kepala sub Bagian perencanaan pembangunan mempunyai tugas
menyediakan bahan perumusan kebijakan penrerintah oaerarr oiding
perencanaan pembangunan, penyusunan rencana dan program kerja,
pelaksanaan dan pelayanar-r administrasi, fasiiitasi dan koordinasi,penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi sertapemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan
pembangunan di LingkLrngan Sel<retariat Daerah.

(2) Dalam nrelaksanakan tLrgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala sub Bagian perencanaan pembangunan menyelenggarakan
ILINOSI :

a. penyrapan perumusan kebijakan pembrnaan perencanaan
pembangunan lingkup sekretariat daerah ;b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan
lingkr-rp sekretariat daerah;

c. penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan
pembangunan lingkup sekretariat daerah, dan

d. pelaksanaan monitoring, evaruasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas.

Pasal 37

(1) Kepala sub Bagian Penelitian dan pengembangan mempunyai tugas
rnenyiapkan bahan perumusan kei:ijakarr penrerintah daerah biding
penelitian dan pengembangan, penyelenggaraan sistem informasi
sefta pemantauan, evaluasr dan pelaporan bidarrg penelitian dan
pengenrbangan,
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di bidang sumber daya alam serta memantau perkembangannya,
pelaporan bidang pengkajian potensi sumber daya alam, bina produksi
daerah dan bina pengendalian lingkungan hidup

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39,
Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam menyelenggarakan
fungsi :

1. penyusunan bahan kebijakan pemerintahan daerah di bldang sumber
daya alam ;

2. penyusunan bahan perencanaan strategrs bidang sumber daya alam ;

3. pengumpulan data penyLrsunan pedoman, petunjuk teknis pembinaan
pengembangan sektor sarana pengelolaan sumber daya alam dan
bidang pengkajian potensi sumber daya alam, bina produksi daerah
dan bina pengendalian lrngkungan hidup serta memantau
perkembangan nya,

4. pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman, petunjuk teknis
pembinaan pengembangan sektor pengkajian potensi sumber daya
alam, bina produksi daerah dan bina pengendalian lingkungan hidup
serta memantau perkemban gannya;

5. penyusunan bahan pelaksanaan dan pelaksanaan administrasi bidang
sumber daya alam ;

6. penyusunan bahan fasilitasi dan koordir-iasi bidang sumber daya alam;
7. penyusunan penyelenggaraan sistenr informasi bidang sumber daya

alam ; dan
B. pelaksanaan nronitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 41

Kepala Bagian Administrasi Sunrber Daya Alanr nrembawahkan
a. Kepala Sub Bagian Pengka.lian Potensi Sunrber Daya AIam,
b. Kepala Sub Bagian Bina Froduksi Daerah;
c. Kepala Sub Bagian Bina Per-rgendalian Lingkungan Hidup.

Pasal 42

(1) Kepala Sub Bagian Pengkajian Potensi Sumber Daya Alam
mempunyai tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan
pemerintah daerah bidang pengkajian potensi sumber daya alam,
penyusunan pedoman, petunjuk teknis pembinaan pengembangan
pengkajian potensi sumber daya alam, program kerja pelaksanaan
dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan
penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan bidang pengkajian potensi sumber daya alam;

(2) Dalam melaksanakan turgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bagian Pengkajian Potensi Sumber Daya Alam
menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebi.lakan daerah di bidang
pengkajian potensi sumber daya alam;

b. penyusunan pedorlan pembinaan pengembangan pengkajian
potensi sumber daya alarn;

c. penyusunan pembinaan pengembangan pengkajian potensi
sumber daya alam;

d. penyusunan pedoman pemanfaatan pengkajian potensi sumber
daya alam;
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penyiapan data dan bahan-balran dalam rangka koordinasi dan
fasilitasi kegiatan Pengkajian Potensi Surnber Daya Alam;
pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan penyiapan bahan sistem
informasi Pengkajian Potensi Sumber Daya AIam; dan
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas.

Pasal 43

(1) Kepala sub Bagian Bina Produksi Daerah mempunyai tugas
menyediakan bahan perLrmusan kebijakan pemerintahan daerah
bidang bina produksi daerah, penyusunan rencana dan program kerja,
pelaksanaan dan pelayanan adrninistrasi, fasiiitasi dan koordinasi,
penyiapan bahan perryelerrggaraan sistem informasi serta
pemantauran evaluasi dan pelaporarr bidang bina produksi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagainrana dir-naksud pada ayat (1),
Kepala Sr-rb Bagian Bina Produksi Daerah menyerenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang

pembinaan produksi daerah;
b. penyusunan pedoman pembinaan pengembangan pengelolaan

produksi daerah;
c. penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengembangan produksi

daerah;
d. penyusunan petunjuk teknis pemanfaatan pengerolaan produksi

daerah;
e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan

produksi daerah; dan
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan peiaporan peiaksanaan

tugas.

Pasal 44

(1) Kepala sub Bagian Bina Pengendaliarr Lingkr-rngan Hidup mempunyai
tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah
bidang pengendalian Iingkungan hidup, penyusunan pedoman,
petunjuk teknis pembinaan pengembangan pengendalian lingkungan
hidup, program kerja pelaksanaan dan pelayanan administrasi,
fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem
informasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang
pengendalian lingkungan hidr-rp.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bagian Bina Pengendalian Lingkungan Hidup
menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
pengendalian lingkungarr hidup;

b. penyusunan pedoman pembinaan pengembangan pengendalian
lirrgkungan hidup ;

c. per'tyLtsLlnan pernbinaan pengembangan dan pengendalian
lingkurngan hidup ;

d penyus u n an ped o ma n penr anfaa tan pengelolaa n dan
pengendal ian lirr gl<un gan l-r iclur p;

e. penyiapan data dan balran-bahan dalarn rangka koordinasr dan
fasrlrtasi kegiatan bina energi dan sumber daya mineral, bina
l<elautan dan perikanan dan bina [<eirutanan seta Iingkungan hidup;

f pelaksanaan fasilitasi, koordinasi cjan penyiapan bahan sistem
informasi Pengendaliarr Lingkungan Hidup; dan
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monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

paragraf 3
Ba g ia n Acl rn in istras i pe re kon orn ia r.r

pasal 45

Kepala Bagian Adnrinistrasi perekonomian rxernpunyai tugasmenyediakan bahan perLrmusan kebijakan pemerintah daerah,pembinaar, koordinasi dan fasiritasr, p"nyuf,in pedoman dan petunjukdi bidang perekonomian serta nremantau perkernbangannya, peraporanbidang Bina Koperasi dan Usaha Kecil Menengrh Eina perindustrian danPerdagangan serta Badan Usaha Milik Daerahl

pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam pasal 4s,Kepala Bagian Adrninistrasi perekonomian menyelenggarakan fungsi :1. penyusunan bahan kebijakan pemerintahan -daerah 
oi -bidang

perekonomian;
2. penyusunan bahan perencanaan strategis bidang perekonomian;3. pengLrmpuran data penyusunan pedoman petunjuk teknis pembinaanpengembangan sektor sarana perekono*inn p"ngeroraan Koperasidan Usaha Kecir Menengah, Bina perindustrian oan perdagangan,

Bada, Usaha Mirik Daerati serta memantau perkembangannya;4. pengolahan data dala, rangka penyusunan pedonrar-r, petunjuk teknispembinaan pengembangan sekto,. srrrna p.i.[onorian, pengeroraanBina Koperasi dan Usaira Kecir Me."rguh, gina perindustrian danPerdagangan, Badan Usaha Mirik -Daerah 
serta memantauperkernbangannya;

5, penyusunan administrasi brdang perekonomran;
6. penyusunan bahan fasiritasi dari koordinrri tiJrng perekonomian;7 

5;;r,rrnun 
penyerenggaraan sistem ;nrormasi oioang perekonomian;

B. pelaksanaan monitoring, evaruasi dan peraporan peraksanaan tugas.

pasal 4'l

Kepala Bagian Administrasi perekonomian, menrbawahkan 
.a. Kepala Sub Bagian Bina Koperasi cjan UKM;b' Kepala sub Bagian Bina peri'dustriarr oan perdagangan;

c. Kepala Sub Bagian Badan Usaha Mitjk Daeran fg"UVOt.

pasal 48

(1) Kepala Sub Bagian Bina Koperasi dan usaha Kecir Menengahmempunyai tugas menyediakan bahan perurnusan kebijakanpemerrntah daerah bidang koperasi, usaha mikro, kecir danmenengah, penyusunan pedoman, petunjuk teknis pembinaanpengembangan koperasi dan usaha inikro kecil dan ,"nunguh,program kerja pelaksanaan dan peiayanan administrasi, fasilitasi dankoordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi sertapemantauan, evaruasi dan peraporan oioang koperasi dan usahamikro, kecil dan menengah.
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(2) Dalam melaksanakan tugas
Kepala Sub Bagian Bina
menyelenggarakan fungsi :

2,0

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

(2)

a. penyusunan pedoman pembinaan
mikro, kecil dan menengah;

pengembangan koPerasi, usaha

b. penyusunan pembinaan pengembangan
usaha mikro, kecil dan menengah;

usaha daerah, koPerasi,

c. penyrapan data dan bahan-bahan dalam rangka melaksanakan
koordinasi dan fasilitasi bidang-pengendalian Usaha Koperasi dan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas.

Pasal 49

Kepala Sub Bagian Bina Perindustrian dan Perdagangan mempunyai
tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah

bidang bina perindustrian dan perdagangan penyusunan rencana dan
program kerja, pelakSanaan dan pelayanan admrnistrasi, fasilitasi dan

koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang bina perindustrian dan
perdaga nga n.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Sub Bagian Bina Perindustrian dan Perdagangan
menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan kebijakan daerah bidang bina perindustrian dan
perdagangan ;

penyiapan data dan bahan-bahan dalam rangka pembinaan
perindustrian dan perdagangan ;

penyiapan data dan bahan-bahan dalam rangka pengembangan
perindustrian dan Perdaganqan ;

penyiapan data dan bahan-bahan dalarn rangka koordinasi dan
fasilitasi kegiatan perindurstrian dan perdagangan ; dan
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas.

Pasal 50

Kepala Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mempunyai
tugas menyedlakan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah
bidang pengembangan Badan Usaha Milik Daerah, penyusunan

renCana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi,
fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem
informasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang badan
usaha milik daerah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ('1),

Kepala Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah menyelenggarakan
fungsi :

a. penyiapan bahan kebijakan daerah di bidang badan usaha milik
daerah;

b. penyiapan data dan bahan-bahan dalam rangka pembinaan usaha
daerah / badan usaha milik daerah;

c. penyiapan data dan bahan-bahan dalam rangka pengembangan
usaha daerah / badan usaha milik daerah;

d. penyiapan data dan bahan-bahan dalam rangka koordinasi dan
fasilitasi kegiatan usaha daerah / badan usaha milik daerah;

(1)

(2)
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penYiaPan bahan sistem

pelaporan Pelaksanaan

Pasal 53

1. Bagian Hukum,
2. Bagian Organisasi;
3. Bagian Umum;

Paragraf 1

Bagian Hukum

Pasal 54

KepalaBagianHukummempunyaitr-rgaskoordinasipenyusunandan
perumusan rancangan peraturan,p""idung-undangan daerah' kajian

hukum, dot<ument"asi hukum' bantuan hukt-lm' pembinaan dan

pengawaSanproout<l-rukumdaerahsertakoordinasrpemenuhanhak
asasi manusia.

Pasal 55

UntukmelaksanakantugassebagaimanadimaksuddalamPasal54,
[;;;i, Basian Hukum, mLnvelenggarakan funssi :
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pelaksanaan fasilitasi' koordinasi. dan

,niormati badan usaha milik daerah; dan

pelaksanaan monitorrng evaluasi dan

tugas.

Bagian Kelima
Asisten Acl rninistrasi Umum

Pasal 51

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas menyusun bahan

perumusan feUilai<an 
-pemerintah 

daerah . n1111"unu'n strategis'

pengoordinastanpenyelenggu'lan.,sisteminformasi,penyelenggaraan
dan pelayanan IJ11ni.trr.i, fasilitasi dan koordinasi, pemantauan,

evaluasidanpelaporanpetat<sanaanpembinaanhukum'organisasi
p"rr"gkrt daerah, kepegawaian' keurangan serta umum'

Pasal 52

UntukmelaksanakantugasselragaimanadrmaksuddalamPasalSl,
Asisten Administrasi Umuim menyelenggarakan fYng'. 

'

a. penyusuna. ;l; p""""n keb'rjakan pemerintah daerah bidang

administrasi umum ,

b. penyusunan rencana strategis bidang administrasi umum;

c. pengoordinasian penyusunan nui'1'.r"11- .[efi.)akan 
pemerintah

daerahbidanghukum,organtsasi'kepegawaian'keuanganserta

ilXft;.ran fasigtasi dan koordinasi perryerenggaraan tugas bidang

hukum, organlsasl, kepegawaian, keuangan serta umum; 
-:^-^:

pemantauan, eva'luasi ian pelaporan bidang hukum' organlsasl'

kepegawaian, keuangan serta umum;

pengoordinasian peiyelenggaraan sistem informasi bidang hukum,

[igr;,tuti, kepegawaian, keuangan serta umum' dan

pelaksanarn *onloting,'evaluaS O'n pelaporan pelaksanaan tugas

e.

f
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1. pengoordinasian penyusunan dan perumusan peraturan perundang-

undangan daerah;
2. oengkaiian dan oenela2hen h'l'<,.lr"
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Pasal 56

Kepala Bagian Hukum, membawahkan :

a. Kepala Sub Bagian Perundang - Undangan;
b. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum;

c. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum.

Pasal 57

(1) Kepala sub Bagian Perundang - undangan mempunyai tugas
menyiapkan bahan koordinasi penyusUnan dan perumusan rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten, menelaah Peraturan Bupati, Keputusan
Bupati dan lnstruksi Bupati, mengkaji peraturan perundang-undangan
dan menyusun Program Legislasi Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Sub Bagian Perurndang - undangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi penyusLlnan dan perumusan
rancangan Peraturan Daerah Kabupaten;

b. penyiapan bahan l<oordinasi penyusLlnan dan perumusan
rancangan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan lnstruksi
Bupati;

c. pengkajian peraturan perundang-undangan;
d. penyusunan Program Legislasi Daerah; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas,

Pasal 58

Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas
mengoordinasikan urusan, publikasi, sosialisasi, serta mengumpulkan
bahan dokumentasi produk-produk hukum dan pelayanan
perpustakaan hukum.

Dalam melaksanal<an tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Sub Bagian Dokunrentasi Hr-rkum menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian urusan Dokutnentasi Hukum;
b, pemrosesan penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
c. pelaksanaan publikasi dar-r sosialisasi produk-produk hukum ;

d. pelaksanaan pendokumentasian produl(-produk lrukum;

e. pelaksanaan pelayanan perpustakaan hr-tkum; dan

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas.

Pasal 59

(1)Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas menyiapkan
bahan pemberian bantuan hukum, perlindungan hukum kepada unsur

(1)

(2)

I
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Pemerintah Kabupaten, pernbinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
serta koordinasi pemenuhan Hak Asasi Manusia.

(2) Dalam melaksanal<an tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Surb Bagian Baniuan Hukum, menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perlberian bantuan hukum;
b. pemberian perlindungan hukum kepada unsur Pemerintah

Kaburpaten;
c. penrbinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
d pelaksanaan koordinasi pemenuhan Hak Asasi Manusia skala

Kaburpaten; dan
b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

lr raacLUycrJ.

Paragraf 2
Bagian Organisasi

Pasal 60

Kepala Bagian Organisasi menrpunyai tugas menyusun bahan kebijakan
pemerintah daerah bidang organisasi, perencanaan strategis bidang
organisasi, pelaksanaan dan pelayanan administrast, fasiiitasi, koordlnasi
dan informasi, penyelenggaraan sistem dan prosedur, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan kelembagaan,
ketatalaksanaan, tatakelola pernerintahan yang baik dan kepegawaian
sekretariat daerah.

Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60,
Kepala Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi .

1. penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang organisasi;
2. penyusunan bahan perencanaan strategis bidang organisasi;
3. penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang

kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian lingkup Sekretariat
Daerah;

4. penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang penataan
kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian Iingkup Sekretariat
Daerah;

5. penyusunan pedoman dan peturnjul< teknis pembinaan pola karier
Pegawai Negeri Sipil;

6. penyusunan bahan pembinaan darr petunjuk tekrris pembakuan tata
kerja dan prosedur kerja serta standar pelayanan ntinimal ;

7. penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan
analisis jabatan dan formasi jabatan

B. pelaksanaan penataan kelembagaan perangkat daerah;
9. pelaksanaan pengkajian, fasilitasi dan koordinasi;
10. pelaksanaan pembinaan, pengkajian, fasilitasi, analisis dan evaluasi

organisasi ;

11. pelaksanaan, pembinaan, pengkaiian, dan fasilitasi analisis jabatan;
12. pelaksanaan administrasi pengawasan melekat dan Gerakan Disiplin

Nasional ;

13. penyusunan laporan akuntabilitas dan pelaporan triwulan, semester
dan tahunan Bagian:

'l4.pelaksanaan administrasr dan kebijakarr kepegawaian Sekretariat
Daerah, formasi jabatan dan pengelolaan tata pemerintahan yang
baik;
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'15. penyusunan ba[ran pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang

kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian lingkup Sekretariat
Daerah;

16. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

Pasal 62

Kepala Bagian Organisasi, membawahkan :

a. Kepala Sub Bagian Kelembagaan;
b. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan,
c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah.

Pasal 63

(1) Kepala Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan l<ebijakan pemerintah daerah bidang kelembagaan,
menyiapkan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan

administrasi, fasilitasi dan koordinasi, pengkajian dan pembinaan,
penyelenggaraan penataan kelembagaan, analisis organisasi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan kelentbagaan.

(2) Dalam nrelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
Kepala Sub Bagran Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah
bidang kelembagaan;

b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan
kelernbagaan;

c. penyiapan bahan pembinaarl dan petunjuk

program bidang

teknis di bidang
kelembagaan;

d. pelaksanaan penataan kelembagaan perangkat daerah;
e. pelaksanaan koordrnasi kelembagaan;
f. penyusunan petunjuk pembinaan, pengkajian, fasilitasi, analisis

dan evaluasi organisasi:
g pelaksanaan, pembinaan, pengka;ian, dan fasilitasi kelembagaan;

dan
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan peiaporan pelaksanaan

+,.^^^LULld5.

Pasal 64

Kepala Su[r Bagian Ketatalaksanaan mempLinyai tugas menyiapkan
bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah bidang tatalaksana,
menyiapkan rencana dan program ker.1a, pelaksanaan dan pelayanan

administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyelenggaraan Sistem dan

prosedur kerja, standar pelayanan, standarisasi sararra, akuntabilitas,

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tatalaksana'

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di

bidang tatalaksana;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bidang

tatalaksana;
c, penyiaparr baharr pernbinaan dan petuniuk teknis pelaksanaan

sistem dan prosedur kerja, standarisasi sarana, standar pelayanan;
d. per-rgunrpulan baharr dan petunl-rk teknis pelaksanaan tugas

bidang tatalaksana;

(1),

di

(1)

\t)
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pelaksanaan administrasi pengawasan
Disiplin Nasional ;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
tatalaksana.

melekat dan Gerakan

pelaporan pelaksanaan

Pasal 65

(1)Kepala Sub Bagian Kepegawaian Sel<retariat Daerah mempunyai

tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis

pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian serta menghimpun bahan

untuk renCana darr prograrrt l<eria, pelaksanaan dan pelaporan tugas

di bidang kepegawaian setcla.

(2) Dalam melaksanakan ttrgas sebagaimana cirntaksurd pada ayat (1),

Kepala Sub Bagian l(epegawaian Sekretariat Daerah

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan rencana dan program sub bagian dalam rangka
pengelolaan tugas brdang kepegawaiarr sekretariat daerah;

b. perencanaan kegiatan kepegawaian sekretariat daerah;
c. pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis

pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian sekretariat daerah ;

d. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pola
karier Pegawai Negeri SiPil;

e. pelaksanaan urusan kepegawalan Sekretariat Daeralr;
f. penyelenggaraan kesejahteraan dan pembinaan pegawai

Sekretariat Daerah,
g penyiapan bahan pengkajian, penrbinaan, pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan turgas bidarrg kepegawaiarr sekretarlat
daerah; dan

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
ir rnacruyqa,

Paragraf 3

Bagian Umunt

Pasal 66

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas penyiapan bahan kebijakan
pemerintah daerah bidang tugas Bagian umum, penyusunan bahan
pembinaan dan petunjuk teknis ketatausahaan, sandi dan telekomunikasi
daerah, melaksanakan urusan rumah tangga, dan penatausahaan
keuangan serta koordinasi evaluast pelaksanaan program kegiatan
lingkun gan Sekretariat Daerah.

Pasal 67

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuid dalam Pasal 66,

1 penyusunan bahan perumusan kebiiakan penrerintah daerah di bidang
tugas Bagian umum ;

2. penyusunan bahan petr:niuk teknis di bidang tr:gas Bagian umum;

3. penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang

tata usaha, sandi dan telekornurrikasi daerah rumah tangga dan

keuanga n sekretariat daerah,
4. penyLlsunan bahan fasilitasi clan koorcjinasi brdang tata utsaha, sandi

dan telekomunikasi daerah, runrah tangga dan keuangan sekretariat
daeralr;

5. pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan ;
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6. pelaksanaan sandi dan telekomunikasi daerah ,

7. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan Sekretariat Daerah ;

B.pelaksanaanurLlsanrumahtanggaSekretariatDaerah;
9. penyLtsunan bahan pemantauan, evaluasi darr pelaporan bidang tata

,.uhr, sandi clan telekomunikasi daerah, rumah tangga dan keuangan

sekretarrat daerah; dan
.10. pelaksanaan monitoring, evalr-rasi dan pelaporan pelaksanaan tugas'

Pasal 68

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi Daerah;

b, Kepala Sub Bagian Rumah Tangga;

c. Kepala SLrb Bagian Keuangan Sekretariat Daerah

Pasal 69

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi Daerah
' ' mempunyai tugas rlerryelenggarakan urusan ketatausahaan

Sekretariat Daerih, tata usaha Bagian dan tata usaha pimpinan serta

sandi dan telekomunikasi daerah

(2) Dalam melaksanakan tr-rgas sebagarmana dimaksud pada ayat ('1)

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi Daerah,

kebijakan pemerintah daerah di

kebijakarr pemerintah daerah di

daerah
rencana dan Program bldang

d. penyiapan bahan penyusllnan rencana dan

dan telekomunikasi daerah

program bidang sandi

e, pelaksanaan urusan tata usaha Bagian;

f. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan;

g pelaksanaan pelayanan sandi dan telekomurnikasi daerah; dan

I pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
{rrnac\uyqr.

Pasal 70

Kepala Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan

urusan kerumahtanggaan pimpinan dan kantor, pemeliharaan

peralatan dan gedun!-Xantor'dan rumah jabatan bupati, wakil bupati'

sekretarrs daerah dan kendaraan operasional serta perjalanan dinas

satuan Kerja Perangkat Daerah di luar sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacla ayat (1),

KepalaSubBagianRumahTanggamenyelenggarakanfungsi:
a. penyiapan tLmpat / ruangan dan akomodasi untuk kegiatan rapat

kenegaraan,pelantikansertapengLrrusanrumahtanggabupatidan
wakil brrPati;

b. pelaksat-iaarr pemeliharaan l<eindai-ran darr kebersthan kantor serta

rumah jabatan burpati dan vuakil bupatr dan sekretaris daerah;

c, penyiapan pengeloiaan ketrdaraan dtnas operasiorral di lingkungan

sekretariat daerah;

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan PenYUSunan
bidang ketatausahaan

b. penyiapan bahan PenYUSUnan
bidang sandi dan telekomunikasi

c. penyiapan bahan PenYUSUnan
ketatausahaan

(1)

(2)



(1)

(2)
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d. pelaksanaan urusan pemanfaatan, pengaturan dan pengamanan

iingXungan kantor dan rumah jabatah bupati dan wakil bupati serta

sekretaris daerah; dan

e.pelakSanaanmonitoring,evaluaSidanpelaporanpelaksanaan
tugas.

Pasal 71

Kepala sub Bagian Keuangan Sekretariat claerah rnempunyai tugas

penyusunan program dari pelaporan, melal<sanakan pengujian

kebenaran penagihan darr rnenyiapkan penerbitan Surat Perintah

Membayar (spM), serta pelalisanaan verifikasi dan akuntansi

keuangan Sekretariat Daeralt

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ciinral<sr-rd pada ayat ('1),

k"prf, S.rb Bagian Xurr"ngnn Sekletariat Daerah menyelenggarakan

fungsi ' ^^^ ^^n\/r,errnen 'ntal'r daerah dia. 
-penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerl

bidang Penatausahaan keuangan;

b. penyrlpan bahan penyusunan rencana dan program bidang

penatausahaan keuangan,
c. penyusunan program dan kegiatan Setda;

d. penyu.rnan laporan capaian kinerja dan keuangan;

e. pelaksanaan pengujian kebenaran terhadap tagihan;

f. penyiapan penerbitan Surat Perintah Membayar;

g pelaksanaa n pe meriksaan ' pen elrtra n ' da n pengesahan
- 

pertanggungjawaban penerimaan i:endahararvan penerima:

h. pelaksanaan penreriksaan, penelitian' dan pengesahan

pertang gu ngjawaban perr gel uara n, bendaharawan perr geluaran;

i. penyu,J.i,.,rn-lrporan realiiasi anggaran, neraca, laporarr arus kas,

dan catatan atas laporan l<euangan sekretariat Daerah, dan

j. pelaksanaan monitoing, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas.

BAB V
JUMLAH, PEMBIDANGAN DAN

TUGAS POKOK STAF AHLI

Pasal 72

(1) Jabatan Staf Ahli terdiri dari :

a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan ,

b Staf Ahli Bidang Hukum ;

c. Staf Ahli Bidang Ekonorni Kerakyatan ;

d. Staf Ahli Bidang Pendidikan; dan

e. Staf Ahli Bidang Soslal'

(2) Dalam pelaksanaan tr-tgas Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris

Daerah.

(3)StafAhlimelaksanakantugasmemberikantelaahanmasalah
pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya :

a. Staf Ahti ;;;.g pemerintahan mempunyai tugas memberikan

telaahan mengenai Pemerintahan;
b. staf Ahli bida-ng hukurm mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai hukum;
c. Stut- Atrli 

-biOjng 
ekonomi kerakyatan mempunyai tugas

menlberikan telaahan mengenai ekononri kerakyatan;
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d. Staf Ahli bidang pendidikan mempunyai tugas memberikan

telaahan mengenai Pendidikan; dan

e. Staf Ahli bidang sosral mempunyal tugas memberikan telaahan

mengenai sosial

(4)Uraiantugasmasing-masingstafAhliditetapkandenganPeraturan
Sekretaris Daerah.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 73

KelompokJabatanFungsional,terdiridarisejumlahtenagadalam
jenjang Jabatan FungsiJnal yang terbagi dalam berbagai kelompok

seiuai dengan bidang keahliannya'

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dipimpinolehseorang"tenagafung-sionalsenioryangditunjukdan
[,]'tr.ggrng jawab kepada Sekretaris Daerah'

(1)

I /t

(3)JumlahJabatanFungsionalsebagaimanadrmaksudpadaaya|(2),
ditentukan berdasarkJn f"O't'f'an dan beban kerja; dan

(4)JenisJabatanFungsionalsebagaimanadimaksudpadaayal(3)'
ditetapkan sesuai'dJngan ketentJan peraturan Perundang-undangan

yang berlaku.

BAB VII
TATA ["(ERJA

Pasal 74

(1)DalammelaksanakantugasnyaSekretarisDaerah,Asisten,stafAhli,
Kepala Bagian, KepatI Sr-rU Bagian serta p.emegang Jabatan

Fungsional wajib nrenerapkan prinsi-p koordinasi, ir-rtegrasi' simplikasi

dan sinkronisaii secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan

Kantormaupuninstansilainsesuaidengantugaspokokdanfungsi
masing - masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti' '-"1:1Si.-,petunluk-petunjukdanbertanggungjawabkepadaatasannyamaslng

- masing serta r"nynrnp'ikan laporan tepat pada waktunya'

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

(1)UraiantugaspejabatlingkupSekretariatDaerahdanStafAhli
ditetapkan-dengan Peraturan Sekretaris Daerah'

(2) Uraian tugas pelaksana pada masing - masing Bagian lingkup

sekretariai Daerah ditetapkan oleh Kepala Bagian.
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Pasal 76

Dengan berlakunya Peraturan 
^ !uRati ini' .Tuf ' Keputusan Bupati

Katingan ruomor 
'ZlO Tahun 2OO4 tentang Uraian Tugas Sekretariat

Daerah, Asisten s"iou, Kepara Bagian dun Kepala sub Bagian di

LingkunganSexretariat,DaerahKabupatenKatingandicabutdan
dinyatakan tidak berlaku'

Pasal 77

PeraturanBupatiinimulaiberlakusejaktanggaldiundangkan.

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 1 Desember 2008

Agar setiaP orang
Peraturan BuPatl Ini

Kabupaten Katingan'

Diundangkan di Kasongan
pada tang gal, 1 Desember 2008

KRETIARIS DAERAH
iPIir.fiN KATINGAN,

4W
JIMAT

BERTTA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUI{ 2OO8 NOMOR.I5

TI KATINGAN,

L RAWING


